BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR § TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajqkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk
memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan
Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Unadang-Undang
Niomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



1.

11,

12,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Periode 2016 - 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pohuwato Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Menetapkan :

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017



Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

i Sebelum Perubahan Rp. 814.526.348.200,-
ii) Setelah Perubahan Rp. 834.555.268.718,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 20.028.920.518,-

2. Belanja Daerah

i Sebelum Perubahan Rp. 840.726.348.200,-
ii) Setelah Perubahan Rp. 899.751.598.890,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 59.025.250.690,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 26.200.000.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 68.196.330.172,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 41.996.330.172,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 0,-
(2) Setelah Perubahan Rp.  3.000.000.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.  3.000.000.000,-

c. PEMBIAYAAN NETTO

(3) Sebelum Perubahan Rp. 26.200.000.000,-
(4) Setelah Perubahan Rp. 65.196.330.172,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 38.996.330.172,-

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN BERKENAAN

a. Sebelum Perubahan Rp. 0,-
b. Setelah Perubahan Rp. 0,-
BERTAMBAH /(BERKURANG) Rp. 0y

Pasal 2



(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 45.407.062.800,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 70.687.310.318,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 25.280.247.518,-

b. Dana Perimbangan

(1) Sebelum Perubahan Rp. 661.753.393.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 652.636.066.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 9.117.327.000,-)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 107.365.892.400,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 111.231.892.400,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 3.866.000.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 8.916.490.833,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 8.916.490.833.-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,=

b. Hasil Retribusi Daerah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 8.134.479.167,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 8.469.070.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 334.590.833,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  Yang

Dipisahkan
(1) Sebelum Perubahan Rp. 1.300.000.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 1.300.000.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah



(1) Sebelum Perubahan Rp. 27.056.092.800,-

(2) Setelah Perubahan BRp. - 52.001.749.485,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 24.945.656.685,-

(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, terdiri dari
Jenis Pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

(1) Sebelum Perubahan Rp. 17.589.321.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 17.589.321.000.,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0=

b. Dana Alokasi Umum

(1) Sebelum Perubahan Rp. 521.261.079.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 512.143.752.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 9.117.327.000,-)

c. Dana Alokasi Khusus

(1) Sebelum Perubahan Rp. 122.902.993.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 122.902.993.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 1.024.371.400,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 4.024.371.400,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 3.000.000.000,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

(1) Sebelum Perubahan Rp. 18.575.000.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 18.575.000.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus



(1) Sebelum Perubahan Rp. 87.766.521.000,-

(2) Setelah Perubahan Rp. 87.766.521.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,-
d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah

Daerah Lainnya

(1) Sebelum Perubahan Rp. 0,-

(2) Setelah Perubahan Rp. 866.000.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 866.000.000,-
Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

(1) Sebelum Perubahan Rp. 497.398.122.299,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 475.075.832.523,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 22.322.289.776,-)

b. Belanja Langsung

(1) Sebelum Perubahan Rp. 343.328.225.901,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 424.675.766.367,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 81.347.540.466,-

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, terdiri
dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

(1) Sebelum Perubahan Rp. 321.323.362.859,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 296.685.294.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 24.638.068.859,-)

b. Belanja Hibah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 13.834.866.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 18.673.346.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 4.838.480.000,-

c. Belanja Bantuan Sosial



(1) Sebelum Perubahan
(2) Setelah Perubahan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

d. Belanja Bagi Hasil

Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa

(1) Sebelum Perubahan
(2) Setelah Perubahan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada

‘ Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
(1) Sebelum Perubahan
(2) Setelah Perubahan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
f. Belanja Tak Terduga
(1) Sebelum Perubahan
(2) Setelah Perubahan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Jenis Belanja :
a. Belanja Pegawai

(1) Sebelum Perubahan

(2) Setelah Perubahan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

b. Belanja Barang dan Jasa

(1) Sebelum Perubahan

(2) Setelah Perubahan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

c. Belanja Modal

Rp.  5.788.000.000,-

Rp. 7.519.900.000.,-

Rp. 1.731.900.000,-

Rp. 1.705.097.000,-

Rp. 1.738.556.083.-

Rp. 33.459.083,-

Rp. 149.159.096.440,-

Rp. 149.458.736.440.-

Rp. 299.640.000,-

Rp. 5.587.700.000,-

Rp. 1.000.000.000,-

(Rp. 4.587.700.000,-)

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari

Rp. 12.407.950.000,-

Rp. 15.530.788.000,-

Rp. 3.122.838.000,-

Rp. 203.786.232.348,-

Rp. 248.477.539.477 .-

Rp. 44.691.307.129,-



(1) Sebelum Perubahan Rp. 127.134.043.553,-

(2) Setelah Perubahan Rp. 160.667.438.890,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 33.533.395.337,-

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 26.200.000.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 68.196.330.172,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 41.996.330.172,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 0,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 3.000.000.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf
a, terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya
(1) Sebelum Perubahan ; Rp. 26.200.000.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 68.196.330.172,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 41.996.330.172,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 0,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 3.000.000.000,-

Pasal 5



Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri

dari :

1. Lampiran |

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
SKPD.

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organsasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi
SKPD, Program dan Kegiatan.

Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara.

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini.

Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan

Kebijakan Pemerintah.

8. Lampiran VIII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.

Pasal 6



Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 8| Agustus 2017

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2| Agustus 2017

SEKRETARIS DARRAH KABUPATEN POHUWATO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR ./98

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI

CORDNTALD 11 sy i i )



